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Kata Pengantar

Pembaca yang terhormat,

Tak terasa usia Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sudah  mencapai enam tahun.
Bagi KPI Pusat dan sebagian KPI Daerah, enam tahun ini telah dilewati da lam
dua periode kepengurusan. Sebagian KPI Daerah yang lain masih dalam satu

periode kepengurusan lantaran pembentuk  annya yang menyusul belakangan.
Para komisioner KPI, maksimal hanya boleh dipilih dua kali atau menjabat selama
dua periode sesuai UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Membangun kelembagaan KPI selama enam tahun/dua periode ini, terus terang
penuh romantika. Ketua KPI Pusat yang pertama, Victor Menayang sangat layak
diingat dan dihormati sebagai sosok yang memperjuangkan demokratisasi di
ranah penyiaran sejak dari Rancangan UU sampai pembentukan kelembagaan
KPI. Masih teringat jelas di benak saya bagaimana KPI periode pertama tidak
digaji selama 10 bulan di awal, sementara kami harus mengupayakan sewa
kantor dan membayar tiga staf sebelum K Pl secara resmi mendapat kantor dari
Sekretariat Negara dan didukung dengan kelengkapan staf sekretariat yang
berasal dari Kementrian Komunikasi dan Informasi, Departemen Keuangan, BPKP,
Sekretariat Negara, dan staf profesional non PNS.

Dalam rangka pengu atan kelembagaan kami menemui Presiden Megawati,
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Para
komisioner berbagi tugas menemui Menteri Komunikasi dan Informasi, Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Sekretaris Negara, Me nteri
Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri, dan Menteri Koordinator Politik,
Hukum, dan Keamanan. Di tingkat provinsi, kami bertemu dengan gubernur dan
DPRD agar mereka segera membentuk KPID. Hasilnya sekarang telah terbentuk




27 KPID. Kami optimis sampai akhir masa periode kedua kepengurusan KPI Pusat
ini, setiap provinsi mudah -mudahan sudah memiliki KPID.

Semua gerak kelembagaan ini kami lakukan atas nama kepentingan publik.
Agar di ranah penyiaran, masyarakat mempunyai wakil yang dapat secara

te rfokus merepresentasikan kepentingan publik di tiap siaran TV maupun radio.
Bagaimanapun, TV dan radio tersebut menggunakan domain milik publik yaitu
gelombang radio elektromagnetik yang digunakan sebagai titian untuk
memancarkan siaran.

Demikian sekapur sirih pengantar ini. Selamat menikmati mozaik kelembagaan
Komisi Penyiaran Indonesia.

Hormat saya,

Prof. Sasa Djuarsa Sendjaja Ph.D
Ketua KPI Pusat 2007 s.d. 2010
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Profil KPI Pusat

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), yang
lahir atas am anat Undang -undang
Nomor 32 Tahun 2002, terdiri atas KPI
Pusat dan KPI Daerah (tingkat provinsi).
Anggota KPI Pusat dipilih oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Rldan KPI Daerah (7
orang) dipilih oleh Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi. Selain itu,
anggaran program kerja KPI Pusat
dibiayai oleh APBN (Anggaran
Pendapatan Belanja Negara) dan KPI
Daerah dibiayai oleh APBD (Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah)

Dalam pelaksanaan tugasnya, KPI
Pusat dibantu oleh sekretariat tingkat
eselon Il yang stafnya terdiri atas staf

pegawai negeri sipil serta staf
profesional non PNS. KPI merupakan
wujud peran serta masyarakat
berfungsi mewadahi aspirasi serta
mewakili kepentingan masyarakat
akan penyiaran harus
mengembangkan program  -program
kerja hingga akhir kerja dengans  elalu

memperhatikan tujuan yang
diamanatkan Undang -undang Nomor
32 tahun 2002 Pasal 3:

"Penyiaran diselenggarakan dengan
tujuan untuk memperkukuh integrasi
nasional, terbinanya watak dan jati diri
bangsa yang beriman dan bertagwa,
mencerdaskan kehidupan  bangsa,
memajukan kesejahteraan umum,
dalam rangka membangun
masyarakat yang mandiri, demokratis,
adil, dan sejahtera, serta
menumbuhkan industri penyiaran
Indonesia."

Untuk mencapai tujuan tersebut
organisasi KPI dibagi menjadi tiga
bidang, yaitu bidan g kelembagaan,
perizinan, dan pengawasan isi siaran.
Bidang kelembagaan menangani
persoalan hubungan antar
kelembagaan KPI, koordinasi KPI
Daerah serta pengembangan
kelembagaan KPI.




Bidang struktur penyiaran bertugas Mekanisme pembentukan KPI dan

menangani perizinan, industri dan rekrutmen anggota yang diatur oleh
bisnis penyiaran. Sedangkan bidang Undang -undang nomor 32 tahun 2002
pengawasan isi siaran menangani akan menjamin ba hwa pengaturan
pemantauan isi siaran, pengaduan sistem penyiaran di Indonesia akan
masyarakat, advokasi dan literasi dikelola secara partisipatif, transparan,

media. akuntabel .




Komisioner KPI Pusat

Banyak menulis seputar komunikasi massa, Sasa Djuarsa Sen djaja
menamatkan S2 di University of Hawaii (1985), Amerika Serikat,
dan gelar doktor di bidang llmu Komunikasi dari The Ohio State
University (1988) di negara yang sama. Setelah mendapatkan

gelar doktornya, Sasa kemudian kembali ke Universitas Indonesia
di Jakarta, almamater yang hingga hari ini masih menjadi
tempatnya mengajar untuk program S1, S2, dan S3. Di samping
Sasa Djuarsa mengajar dan menulis beberapa buku teks tentang komunikasi,

dia juga aktif melakukan penelitian di bidang komunikasi massa,
baik yang bersif at terapan -praktis ataupun yang ilmiah. Sasa
kerap menjadi konsultan dalam dunia penyiaran dan sekarang

ini menjabat sebagai Ketua Umum lkatan Sarjana Komunikasi
Indonesia (ISKI). Pada masa jabatan lalu sebagai anggota KPI
Pusat, Sasa secara fungsional men angani bidang Kelembagaan
KPI. Pada periode 2007 -2010 Sasa dipercaya rekan -rekan
sesama Anggota untuk menjadi Ketua KPI Pusat.

Sendjaja
Ketua KPI Pusat

Pernah bekerja di RCTI sebagai wartawan senior dan
pembaca berita. Lepas dari RCTI tahun 2002 , satu-satunya
wanita yang masuk sebagai anggota KPI Pusat periode 2007 -
2010, langsung aktif di Habibie Center sebagai PR manager
di lembaga nirlaba yang didirikan oleh mantan Presiden R,
BJ Habibie. Di waktu yang sama , masih menyempatkan diri
bekerja di RRI Pro sebagai pembawa acara tam u pada 3 3
program oJakarta Pagi | nié. FetyFajiat
. Un|ver5|ta§ Nagongl (IKIP) .J_akart.a lulusan 1993 dap I\/Iaster'  Wakil Ketua KP!I
ilmu komunikasi dari  The University of Leeds, Inggris, 1998 ini Pusat
dipercaya oleh rekan -rekan anggota KPI untuk menempati
kursi Wakil Ketua KPI Pusat. Fetty Fajriati juga menjabat
sebagai komisioner bidang isi siaran.




Lulusan S1 ilmu Komunikasi FISIR L Universitas Ga djah Mada (UGM)
tahun 1998 ini memulai karirnya sebagai guru tidak tetap di SMA
Muhammadiyah Yogyakarta hingga beb erapa tahun. Selepas
mengajar, a yah dua orang anak ini bekerja di beberapa

lembaga dan perusahaan di Yogyakarta dan Jakarta. Le pas dari
itu, karir pria kelahiran Jepara 5 April 1972 di organisasi
Muhammadiyah terbilang mumpuni. Mengawali sebagai ketua
Muhammad pimpinan rating lkatan Pelajar Muhammadiyah SMP

Muhammadiyah Jepara tahun 1986. Saat ini, pria yang akrab
dipanggil Izzul ini, mend uduki kursi Ketua Umum Pimpinan Pusat
Pemuda Muhammadiyah periode 2007 -2010.

I1zzul Muslimin
Anggota

Mengantongi ijazah doktor bidang llmu Komunikasi dari Universitas
Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selat an di tahun 1991, S. Sinansari
ecip telah menelurkan 16 buku karya jurnalis  tik dan ilmiah, serta 10
buku karya sastra. Ecip mengawali karier jurnalistik di banyak harian
terkemuka di negeri ini. Dikenal juga sebagai wartawan Harian Kami,
S. Sinansari ecip melanglang buana dan singgah di banyak media
massa, di antaranya Majalah Te mpo, Majalah Panji, dan harian
Republika. Mantan wakil ketua KPI Pusat periode pertama ini aktif
mengajar di Universitas Hasanuddin dan Universitas Indonesia, serta
menulis di banyak halaman opini. Pengalaman -pengalaman di atas
menempatkan ecip sebagai koo rdinator bidang Kelembagaan KPI
Pusat periode 2007 -2010. Anggota

S. Sinansari
ecip




Bimo Nugroho, seorang penulis buku dan kolom opini yang akif.
Lulus dari Universitas Gadjah Mada tahun 1995, dan S2 ilmu
komunikasi Universitas Indonesia tahun 2006. Pernah menjabat
sebagai direktur Institut Studi Arus Informasi (ISAI) sebelum bekerja
penuh di KPI. Dia juga banyak mengkritisi dan turut merumuskan
atur an main kampanye Pemilihan Umum 2004 di lembaga
penyiaran yang ditandatangani KPI bersama Komisi Pemilihan
Bimo Nugrono ~ Umum (KPU). Selama menjabat sebagai anggota KPI Pusat
Sekundatmo periode 2004 -2006, Bimo banyak mengurusi persoalan advokasi
Anggota dan literasi media. Bimo juga kerap ~ melanglang buana mengikuti
beberapa pelatihan dan pertemuan internasional seputar hak

asasi manusia, kebebasan pers, dan jurnalisme. Pada masa
jabatan periode ini, secara fungsional Bimo mengurusi bidang
struktur sistem penyiaran (perizinan).

Dosen teta p fakultas hukum Universitas Tujuh Belas Agustus (Untag)
Semarang ini, terbilang sangat aktif di beberapa lembaga swadaya
masyarakat untuk pengawasan beberapa program sektor pertanian

dan perkebunan di lingkup wilayah Jawa Tengah. Khusus dibidang

penyiaran , suami dari Retno Winarni ini pernah menjabat sebagai
ketu a KPID Jawa Tengah dan pembina  Student Media Watch
(SMW). Ayah dua anak ini juga aktif menerbitkan beberapa karya
ilmiah tentang penyiaran seperti peran media dalam politik lokal,
urgensi radio kom unitas, spektrum hukum lembaga penyiaran dan

o . . Mochamad
karya -karya ilmiah lainnya. Pengalamannya yang mumpuni di .
; - . Riyanto
bidang hukum dan penyiaran daerah membawanya terpilih
sebagai anggota KPI Pusat periode 2007  -2010. Anggota




Dari sembilan anggota KPI Pusat periode 2007  -2010, Amar
Ahmad , pria kelahiran Makasar 29 Januari 1975, merupakan
anggota yang paling muda. Amar telah menuntaskan program
Doktoral llmu Komunik asi di Universitas Indonesia pada usia 34
tahun. Selain aktif mengajar ilmu komunikasi di beberapa
perguruan tinggi di Makasar dan Jakarta, ayah empat orang
anak ini pernah aktif sebagai pengurus dan ketua di beberapa

Amar Amad organisasi Islam. Sebelum terpilih seb agai anggota KPI Pusat,
Anggota Ag:)%r7bekerja sebagai asisten ahli anggota KPI Pusat periode 2005

Lama berkarir di TVRI, Pria kelahiran Bukittinggi ini sempat
menduduki jabatan Direktur Utama TVRI (Persero) pada 2004 -2006.
Semasa di TVRI, Uyun yang juga lu lusan Publistik Universitas
Padjajaran tahun 1981 aktif mengikuti berbagai pelatihan baik di
dalam maupun di luar negeri. Uyun juga sempat mendapatkan
berbagai penghargaan, di antaranya dari CNN dan Sekretaris
Presiden. Pengalamannya di TVRI ini membuatnya dipilih DPR untuk
menjadi anggota KPI Pusat periode 2007  -2010. vyazirwan

Uyun
Anggota




Profil KPI Daerah Bali

Anggota KPID Bali 2008 -2010 dibentuk

melalui proses fit and proper test oleh

Komisi | DPRD Bali. Tujuh anggota
terpilih di tetapkan oleh DPRD Bali pada
4 Februari 2008 dan dilantik pada
tanggal 26 Maret 2008 oleh Gubernur

Bali.

KPID Bali memiliki misi membangun dan
memelihara tatanan informasi yang
adil, merata, dan seimbang;
membantu mewujudkan infrastruktur
bidang penyiaran  yang tertib dan
teratur, serta arus informasi yang
harmonis antara pusat dan daerah,
antarwilayah Indonesia, juga antara
Indonesia dan dunia internasional.
Membangun iklim persaingan usaha di
bidang penyiaran yang sehat dan
bermartabat . Mewujudkan program
siaran yang sehat, cerdas, dan
berkualitas untuk pembentukan
intelektualitas, watak, moral, kemajuan
bangsa, persatuan dan kesatuan, serta
mengamalkan nilai -nilai dan budaya

Indonesia. Menetapkan perencanaan
dan pengaturan serta
pengembangan SDM yang men
profesionalitas penyiaran.

jamin

KPID Balidibentuk dengan Surat
Keputusan Gubernur Bali Nomor:

49/04 -B/HK/2008 tentang Penetapan
Pengangkatan Anggota Komisi
Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi
Bali Masa Jabatan Tahun 2008 8 2010
dan disahkan pada tanggal 18
Februari 2008.

Drh. Komang Suarsana,
MMA.
Ketua KPID Bali

Ida Bagus Radendra
Suastama, SH. MH.
Wakil Ketua KPID Bali




Anggota KPID Bali

Drs. | Gde Nyoman Suryawan, M.Si.
Tempat, tgl lahir : Tabanan, 15 Agustus 1960

Anggota KPID Bali

| Ketut Semadiyasa, S.Sos.
Tempat, tgl lahir : Bias, 4 Maret 1968

Anggota KPID Bali

I Nyoman Parsua, M.BA.
Tempat, tgl lahir : Klungkung, 16 Juni 1956

Anggota KPID Bali

| Gusti Agung Alit Suryawati, S.Sos, M.Si.
Tempat, tgl lahir : Denpasar, 30 Mei 1970
Email: santhiarsa@yahoo.com

Anggota KPID Bali

I Nyoman Mardika, SS.
Tempat, tgl lahir : Denpasar, 4 Maret 1971




Profil KPI Daerah Banten

KPIDaerah Banten dibentuk pada
akhir tahun 2006 setelah melalui
beberapa tahapan proses. Pada
periode persiapan, pemerintah Provinsi
Banten C.g. Biro Humas Setda P rovinsi
Banten telah melaksanakan beberapa
tahapan.

Proses persiapan pembentukan KPI
Daerah Banten melibatkan seluruh
stakeholder penyiaran di Provinsi
Banten. Pelaksanaan Seminar dan
Lokakarya (Semiloka) Persiapan
pembentukan KPI Daerah Banten pun
digel ar di Kota Cilegon pada 5
Desember 2006 dengan menghadirkan
nara sumber dari KPI Pusat, KPI Daerah
Jawa Barat, Departemen Kom  unikasi
dan informatika serta para pakar
bidang Komunikasi. Dalam semiloka
tersebut berhasil dirumuskan poin  -poin
rekomendasi yang menjadi aspirasi
masyarakat penyiaran Banten dalam
proses pembentukan dan pemilihan
calon anggota KPlI Daerah Banten,

baik berkenaan dengan kriteria
maupun prosesnya.

Pada 4 -6 September 2006, setelah
terjadi perubahan struktur dan rotasi
pejabat di kala ngan SKPD Provinsi
Banten, Biro Humas Setda Provinsi
Banten memyelenggarakan Workshop
Pembentukan Tim Seleksi Administrasi
Calon Anggota KPI Daerah Banten
Masa Bakti 2007 -2010. Dalam
kesempatan tersebut terpilih 11 orang
anggota tim seleksi administrasiya ng
mewakili unsur -unsur akademisi,
asosiasi lembaga penyiaran, tokoh
masyarakat/ LSMdan pemerintah,
baik pusat (Balmon) maupun daerah
(SKPD terkait di Provinsi Banten).

Selain membentuk tim seleksi
administrasi, workshop tersebut juga
memfasilitasi tim s eleksi untuk

membuat usulan tahapan agenda
pembentukan/pemilihan anggota KPI
Daerah Banten masa bhakti 2007 -2010,
untuk disampaikan kepada Komisi |




DPRD Provinsi Banten dan Gubernur
Banten sebagai laporan. Setelah
terbentuk, tim seleksi langsung
melakukan persiapan untuk proses
penjaringan calon anggota KPI
Daerah Banten dengan melaksanakan
tahapan -tahapan yang telah
diagendakan sesuai dengan
peraturan perundang -undangan yang
berlaku.

Setelah seleksi administrasi selesai,
seluruh berkas calon anggota yang
dinyatakan lolos diserahkan kepada
Komisi | DPRD Provinsi Banten untuk
dilakukan uji kepatutan dan kelayakan
sebagaiman a yang diamanahkan
oleh Undang -Undang Nomor 32
tentang penyiaran pada awal
Desember 2006.

10

Baru setelah terpilih 7 (tujuh) orang,
Gubernur Banten atas usulan DPRD
Provinsi Banten mengeluarkan surat
penetapan anggota KPID Banten

melalui Surat Keputusan Gubernur
Banten Nomor : 494/Kep.596 -Huk/2006
pada tanggal 26 Desember 2006.

Ketua

Muhibuddin
Wakil Ketua

Dede Wahdiati, SE
Anggota

Cecep A Hakim

Dede Wahdiati, SE

Enjuh Djuaeni Arief

Otang Fharyana, SH., MH




Profil KPI Daerah Bengkulu

KPI Daerah Bengkulu dibentuk dengan Fungsi KPIDaerah Bengkulu sebagai
pertimbangan Undang -Undang Nomor Lembaga perwujudan partisipasi
32 Tahun 2002 tentang Penyiaran; Surat masyarakat dalam penyiaran adalah

Menteri Dalam Negeri Nomor mewadahi aspirasi dan mewakili
061/2662/SJ tanggal 7 November 2006 kepentingan masyarakat akan
perihal Pembentukan Komisi Penyiaran penyiaran di dae rah. KPI Daerah juga

Indonesia Daerah (KPID); serta hasil menjadi semacam akses yang
Rapat Pimpinan KPI Pusat, KPIDaerah , menjembatani kepentingan
dan Sekretariat se -Indonesia yang masyarakat dengan institusi
dihadiri oleh Komisi A (I) DPRD Provinsi pemerintah dan lembaga penyiaran
se-Indonesia. Para pihak swasta publik, berlangganan (radio

menghendaki agar tugas dan fungsi dan televisi) . KPIDaerah
KPIDaerah Bengkulu dan  mengusahakan agar tercipta suatu
Sekretariat nya sudah bisa berjalan. sistem penyiaran daerah yang

memberikan kepa stian hukum,
tatanan serta keteraturan berdasarkan
azas kebersamaan dan keadilan.

11




Atas pertimbangan tersebut, maka
terbentuklah kelembagaan KPI Daerah
Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan

Gubernur Bengkulu Nomor 287 Tahun
2006, Pengangkatan Anggot a Komisi
Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi
Bengkulu Periode 2006 -2008; naskha
Pelantikan gubernur pada hari Selasa
tanggal 21 Oktober 2008 . Surat
Keputusan gubernur Bengkulu Nomor
1.82.XLIII Tahun 2009 tentang
Perubahan Keputusan Gubernur
Nomor 287 Tahu n 2006 tentang
Pengangkatan Anggota KPID Provinsi
Bengkulu dari 2006 -2008 menjadi
periode 2008 -2011.

Anggota KPlI Daerah Bengkulu
berjumlah 7 (tujuh) orang yang dipilih
oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Provinsi Bengkulu atas usul
masyar akat melalui uji kepatuhan dan
kelayakan secara terbuka.  Secara
administratif Anggota KPI Daerah
Bengkulu bertanggung jawab kepada
Gubernur Bengkulu.

Wakil Ketua

Zaky Antoni, SH
Anggota

Dra. Hj. Kencanawati

Fajri Ansori, SE

Dessy Harumalina, S. Sos

Mona Anggraini, S. Pt

Zairin Bastian, MD, SP
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KPI Daerah Istimewa Yog Yyakarta

KPI Daerah Istimewa Yogyakarta
Membangun dan memelihara tatanan
informasi nasional yang adil, merata
dan seimbang melalui penciptaan
infastruktur yang tertib dan teratur,
serta arus informasi yang harmonis
antara pusat dan daerah antar
wilayah di Indonesia, juga antara
Indonesia dan dunia Internasional

KPIDaerah Istimewa Yogyakarta
periode 2007 -2010 dilantik Gubernur
DIY pada tanggal 18 Juni 2007 setelah
melalui fit and proper test DPRD DIY.
Sebelum dilakukan fit and prope  rtest di
DPRD DIY dilakukan tes administrati f
dan test wawancara oleh Tim  Ad Hoc .
Dari 103 calon anggota KPlI  Daerah
yang menda ftar terpilihlah 7 anggota
KPIDaerah dan 7 cadangan.

14

Kelembagaan KPIDaerah Istimewa
Yogyakarta melakukan
pengembangan Internal baik KPI
Daerah maupun sek retariat KPI
Daerah , Pembenahan Sarana Kantor
dan Sarana Kerja termasuk berusaha
menda patkan gedung yang
representatif , Pengembangan Sarana
Dokumentasi dan Perpustakaan,
Penyusun an Program Kerja,
Pengembangan Hubungan Kerja,
Peningkatan SDM, Stud i Banding
Penyusunan Rencana Kerja, Anggaran
dan Laporan Pertanggung jawaban
Pengembangan Internal baik KPI
Daerah maupun se kretariat KPI
Daerah , Pembenahan Sarana Kantor
dan Sarana Kerja termasuk berusaha
mendapa tkan gedung yang
representatif.




Pengembangan Sarana Dokumentasi
dan Perpustakaan, Penyusunan
Program Kerja, Pengembangan

Hubungan Kerja, Peningkatan SDM,
Studi Banding Penyusunan Rencana

Kerja, Anggaran dan Laporan
Pertanggun g jawaban

Sosialisasi dan Dengar pendapat
melalui berbagai media, kerjasama
dengan perguruan tinggi, lembaga

sosial masyarakat maupun lembaga
yang lain, literasi media dan

pemantauan lembaga penyiaran
Pengawasan dan Pemrosesan

Pengaduan .

Penataan dan pem rosesan Perizinan
Lembaga Penyiaran, Penyusunan Peta
Frekuensi dan data base Lembaga
Penyiaran di DIY, Pendidikan dan
Pelatihan pelaku penyiaran, dan
penertiban perijinan.

Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor:
95/KEP/2007 tentang Penetapan
Pengangkatan Ang gota Komisi
Penyiaran Indonesia Daerah Istimewa
Yogyakarta Masa Jabatan Tahun 2007
0 2010 disahkan pada tanggal 29 Mei
2007

Ketua

S. Rahmat M. Arifin, S.Si
Wakil Ketua

Ki Gunawan

Teguh Ariffianto, S.Si

Drs. | Gusti Ngurah Putra, MA

Dr. Surach Winarni, SH, Mhum

Iswandi Syahputra, S.Ag, M.Si




KPI Daerah Gorontalo

Dengan visi dan misi menjadikan KPI
Daerah sebagai Lembaga yang Kokoh
dan Mandiri serta mengembangkan
dunia penyiaran Gorontalo dengan
inovasi baru , KPIDaerah gorontalo
membuat date base Lembaga
Penyiaran, mempermudah proses
perizinan, mempertajam keahlian
komisioner, dan membuat inovasi baru
bagi dunia penyiaran lokal.

KPIDaerah Gorontalo berdiri sejak
tahun 2002, dan kali ini merupakan
periode kedua. KPI Daerah mendapat
sebu ah sekretariat dari Pemprov
dengan staf sekretaris dari pegawai
Pemda, ditambah 2 orang  staf
honorer.
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Pekerjaan yang paling banyak di KPI
Daerah saat ini adalah, mengurusi TV
Kabel kian marak muncul di Gorontalo.
Surat Keputusan Gubernur Gorontalo
Nom or: 122/21/1V/2007 tentang
Penetapan Pengangkatan Anggota
Komisi Penyiaran Indonesia
DaerahGorontalo Jabatan Tahun 2007
0 2010 disahkan pada tanggal 1 Mei
2007.

Sumarlin Adam, S.PD
Ketua KPID Gorontalo

Idris Kunthe, S. Fil.l
Wakil Ketua KPID Gorontalo




Anggota KPID Gorontalo

Sofyan Katili

Anggota KPID Gorontalo

Deddy Idji, AMaTE

Anggota KPID Gorontalo

Simin Wantu, SE
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KPI Daerah Jawa Barat

KPI Daerah Jawa Barat dilantik
berdasarkan Surat Keputusan Gubernur
Jawa Barat Nomor: 487/Kep.979 -
Um/2004 tentang Pengangkatan
Anggota KPIDaerah Jawa Barat Masa
Jabatan 2004 -2007 yang diperbaharui
oleh Ke putusan Gubernur Jawa Barat
Nomor: 487/Kep.497 -Um/2007 tentang
Perubahan Keputusan Gubernur Jawa

Barat Nomor 487/Kep.979 -Um/2004.

Memasuki Tahun 2008 masa jabatan
KPIDaerah Jawa Barat Periode Tahun
2004-2007 telah mencapai penghujung
tugasnya. Situasi dan kondisi
penyiaran di Jawa Barat makin
menunjukkan kehidupan yang lebih
dinamis. KPID Jawa Barat memperoleh
banyak pengalaman paling berharga
khususnya bagi dunia penyiaran lokal
maupun nasional serta masyarakat
Jawa Barat pada umumnya.

Lahirnya Surat Keputusan Gubernur
Jawa Barat Nomor 487/kep.497 -
Um/2007 tentang Perpanjangan Masa
Jabatan Komisi KPIDaerah Jawa Barat
Periode 2004 -2007, tugas KPID periode
tersebut setidaknya dapat

memberikan kesempatan bagi
komisioner untuk dapat menuntaskan
beberap a program terutama yang
berkaitan dengan penguatan

lembaga dan kelanjutan proses
perizinan yang selama ini belum
terlaksana hingga tahun 2007.

Dadang Rahmat Hidayat,
Ketua KPID Jawa Barat

A

i }
Drs.A.S.Haris Sumadiria,M.Si
Wakil Ketua KPID Jawa Barat
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Anggota Jawa Barat

M.Z. Al-Fagih, S.S.,M.Si

Anggota Jawa Barat

H. Deni Nurdyana Hadimin, S.Sos.,M.Si

Anggota Jawa Barat

Prof.Dr.Hj. Atie Rachmiatie, M.Si

Anggota Jawa Barat

Dian Wardiana Sjuchro, Drs.,M.Si

Anggota Jawa Barat

Nursyawal,S.Sos
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KPI Daerah Jawa Tengah

Komisi penyiaran indon esia merupakan
amanat dari Undang -undang Nomor
32 tahun 2002 tentang Penyiaran
dengan tujuan untuk mengatur segala
hal mengenai penyiaran di Indonesia.
Posisi KPI berdasarkan pasal 7 UU
32/2002 adalah : (1) KPI Pusat
berkedudukan di tingkat Pusat
(Jakarta) , dan (2) KPI Daerah berkedu -
dukan di tingkat Provinsi. Anggota KPI
Pusat berjumlah sembilan orang,
sedangkan KPI Daerah berjumlah tujuh
orang.

Lahirnya UU no.32 tahun 2002 tentang
penyiaran menjadi titik tolak baru
dalam penyiaran di Indonesia. Dalam
UU tersebut diamanatkan pendirian
sebuah lembaga Negara yang secara
independent mengatur bidang
penyiaran, akhirnya dibentuklah KPI
Daerah . Dengan luas dan
kompleksnya tugas, fungsi, wewenang
dan tanggung jawab yang harus
diembannya, maka KPI Daerah harus

ditunjang oleh suatu bentuk organisasi
formal yang kuat, yang

mampu secara operasional melayani
segala kegiatan pengaturan,
pengawasan dan pengembangan
yang harus dilakukannya.

Anggota KPI Daerah Jawa Tengah
periode ke 2 berdasarkan  Surat
Keputusan Gubernu r Jawa Tengah No.
487.23/107/2007. Tentang Penetapan
Anggota Komisi Penyiaran Daerah
(KPID) Propinsi Jawa Tengah Masa
Jabatan Tahun 2007 - 2010. Yang
ditetapkan di Semarang pada tanggal

17 Desember 2007.

Budi Sudaryanto, S.E., M.T
Ketua KPID Jawa Tengah

Drs. H. Najahan Musyafak,
MA

Wakil Ketua KPID Jawa
Tengah




Anggota Jawa Tengah

Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq,
MA.

Anggota Jawa Tengah

Zainal Abidin, S.Pd.

Anggota Jawa Tengah

Retno Mawarini SH, M.Hum,

Anggota Jawa Tengah

Drs. Sosiawan

Anggota Jawa Tengah

Hari Wiryawan,SH, MA
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KPI Daerah Jawa Timur

KPIDaerah dalam menjalankan fungsi,
wewenang, tugas dan kewajibannya
bertanggung jawab kepada Gubernur
dan menyampaikan laporan kepada
DPRD Provinsi. Secara kelembagaan
KPIDaerah mengemban amanah
untuk mewakili publik dalam menata
dan mengatur penyiaran.

Pembentukan KPI Daerah Jawa Timur
dimulai dengan dikeluarkannya Surat
Keputusan Gubernur Jawa Timur No :
118/209/KPTS/013/2003 tanggal 14
Agustus 2003 tentang Pembentukan
Tim Seleksi Persyaratan Administrasi
Calon Anggota KPI Daerah Jawa
Timur. Kemudian ditetapkan tahapan -
tahapan seleksi mulai dari
Pengumuman kepada masyarakat,
pendaftaran, tes psikologi, Fit and
proper test oleh DPRD, hingga
diterbitkan Surat Keputusan Gubernur,
yang semua prosesnya dimulai pada 2
Desember 2003 sampa i dengan Maret
2004.

Akhirnya terpilih tujuh nama untuk diuji
publik mulai dari tanggal 3 8 5 Maret
2004 sebelum diserahkan kepada
Gubernur Jawa Timur. Barulah pada 8
April 2004 KPI Daerah Jawa Timur
terbentuk dengan Surat Keputusan (SK)
Gubernur Jawa Ti mur No
189/90/KPTS/013/2004. Meski sudah
mendapat SK sejak April 2004, namun
Gubernur baru melantik mereka pada
tanggal 31 Desember 2004. Sedianya,
masa jabatan KPID Jawa Timur ini
berakhir pada April 2007. Namun
karena dilanda konflik internal yang

tak be rkesudahan, maka pada
Agustus 2006 Gubernur H Imam Utomo
memutuskan mencabut SK No
189/90/KPTS/013/2004 tentang
Pengangkatan anggota KPlI  Daerah
Jawa Timur masa jabatan 2004 -2007.
Keputusan pemberhentian anggota
KPID ini sebagai tindak lanjut atas
rekomenda si Komisi A DPRD Jawa
Timur yang sejak September 2005
sudah meminta Gubernur
membubarkan KPID Ja wa Timur.




Selama KPI Daerah Jawa Timur vakum,
KPI Pusat akhirnya mengambil alih
segala kewenangan KPI| Daerah Jawa
Timur. Hal ini untuk menghindari
kevakuman d an demi kelanjutan
pelayanan, segala kewenangan KPI
Daerah Jatim akan dipegang KPIP.

Setelah sempat vakum hampir
setahun, Gubernur Jawa Timur H Imam
Utomo membentuk lagi KPI  Daerah
Jawa Timur yang beranggotakan 7
orang melalui SK No
188/216/KPTS/013/2007 pada tanggal
5 Juni 2007.
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Hal ini menindaklanjuti hasil uji

kepatutan dan kelayakan secara

terbuka oleh Komisi A DPRD Jawa Timur
sebagaimana Surat Ketua DPRD Jawa
Timur No 160/5355/050/2007

tertanggal 15 Mei 2007 perihal
Penetapan dan Pengumu  man Calon
Anggota KPID Provinsi Jawa Timur
masa jabatan 2007 -2010.

Ketua

Fajar Arifianto Isnugroho

Wakil Ketua

Arif Budi Santoso
Anggota

Surochiem As, S.Sos, M.Si

Drs. Redi Panuju, M.Si.

Drs. Syaifuddin Zuhri

Drs. Catur Suratnoaji, M.Si.

Yudiana Indriastuti, S.So0s., M.Si.







